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Bab II 

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK TANGGUNGAN 

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Kredit 

Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa Latin “credere” 

yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitor yang 

memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat 

kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar 

pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.
28

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit 

adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur 

atau pinjaman sampai batas waktu tertentu yang diizinkan oleh bank atau 

badan lain. 

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

dirumuskan bahwa kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan  pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/2/PBI/2005 Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
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itu, berdasarkan persetujuan, atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk : 

(a) cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang 

tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambil alihan tagihan dalam 

rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambil alihan atau pembelian 

kredit dari pihak lain. 

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang 

wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah 

tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah 

adanya kpercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjaman 

sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya  segala 

ketentuan dan persayaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor antara 

lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit; adanya benda jaminan atau agunan, 

dan lain-lain. 

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank 

sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima 

kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 

Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perkreditan, Drs. 

Thomas Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari
29

 : 
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1) Kepercayaan, keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi 

yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, 

akan benar benar diterima kembali dalam jangka waktu 

tertentu dimasa yang akan datang; 

2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara 

pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima 

pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, 

terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang 

ada sekarang lebih tinggi nilainya, dari uang yang akan 

diterima pada masa yang akan datang; 

3) Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang dihadapi sebagai 

akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. 

Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat 

resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk 

menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur 

ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang 

menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur 

resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. 

4) Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk 

uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, 

karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan 

kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang 
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menyangkut uanglah yang setiap kali jumpai dalam praktik 

perkreditan. 

B. Pengertia Jaminan Dan Agunan 

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia, Jaminan adalah suatu keyakinan atas kesanggupan debitor untuk 

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
30

 Di dalam Seminar Badan 

Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari 

tanggal 20 s.d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah 

menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang 

timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat 

sekali dengan hukum benda.
31

 

Dalam Pasal 1 ayat (23) UU Perbankan, Agunan adalah jaminan 

tambahan diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka mendapatkan 

fasilitas kredit atau pembiyaan berdasarkan prinsip syariah.
32

 

C. Pengertian Hak Tanggungan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai 

barang yang dijadikan jamina, sedangkan jaminan itu sendiri artinya 

tanggungan atas pinjaman yang diterima (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1989:899).
33

 Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan 

(sealnjutnya disebut UUHT), hak tanggungan adalah Hak Jaminan yang 
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dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur 

lainnya.
34

 

Menurut, para ahli, Prof. Budi Harsono mengartikan Hak Tanggungan 

adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kredittur untuk 

berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk 

dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur 

cedera janji, dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai 

pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.
35

 

D. Dasar Hukum Hak Tanggungan 

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, maka 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebanan hak atas 

tanah adalah Bab 21 Buku II KUHPerdata yang berkaitan dengan Hipotek, 

dan Credietverband dalam Staatblaad 1908-542 sebagaimana telah diubah 

dengan Staatblaad 1930-190. Kedua ketentuan tersebuh sudah tidak berlaku 

lagi, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan perkreditan di 

Indonesia. Ketidaksesuai ini karena pada peraturan lama yang dapat dijadikan 
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objek Hipotek dan Credietverband hanyalah hak milik, hak guna usaha, dan 

hak guna bangunan.
36

 

Lahirnya undang-undang tentang hak tanggungan karena adanya 

perintah dalam pasal 51 UUPA. Pasal 51 UUPA berbunyi “Hak Tanggungan 

yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna 

bangunan tersebut dalam pasal 25, pasal 33, dan pasa 39 diatur dalam 

undang-undang’. Tetapi dalam pasal 57 UUPA, disebutkan bahwa selama 

undang-undang hak tanggungan belum terbentuk, maka digunakan ketentuan 

tentang hipotek sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan 

Credietverband. Perintah pasal 51 UUPA baru terwujud setelah menunggu 

selama 36 Tahun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ditetapkan pada 

tanggal 9 April 1996. Undang-undang tersebut terdiri atas 11 bab, dan 31 

pasal. 

E. Asas-asas  Hak Tanggungan 

Asas-asas hak tanggungan tersebar dan diatur dalam berbagai pasal 

dan penjelasan dari UUHT. Asas-asas hak tanggungan tersebut adalah :
37

 

1. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur 

pemegang hak tanggungan (pasal 1 ayat (1) UUHT); 

2. Tidak dapat dibagi-bagi (pasal 2 ayat (1) UUHT); 

3. Hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada (pasal 2 

ayat (2) UUHT); 
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4. Dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain 

yang berkaitan dengan tanah tersebut (pasal 4 ayat (4) UUHT); 

5. Dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah 

yang baru akan ada dikemudian hari (pasal 4 ayat (4) UUHT), 

dengan syarat diperjanjikan dengan tegas; 

6. Sifat diperjanjikannya adalah tambahan (acceseoir), (pasal 10 

ayat (1), pasal 18 ayat (1) UUHT); 

7. Dapat dijadikan untuk utang yang baru akan ada (pasal 3 ayat 

(1) UUHT); 

8. Dapat menjamin lebih dari satu utang (pasal 3 ayat (2) 

UUHT); 

9. Mengikuti objek dalam tangan siapa pun objek itu berada 

(pasal 7 UUHT); 

10. Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan; 

11. Hanya dapat dibebakan atas tanah tertentu (pasal 8, pasal 11 

ayat (1) UUHT); 

12. Wajib didaftarkan (pasal 13 UUHT); 

13. Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti; 

14. Dapat dibebankan dengan disertai janji-janji (Pasal 11 ayat (2) 

UUHT) 

F. Subjek dan Objek Hak Tanggungan 

1. Subjek Hak Tanggungan 
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Mengenai subjek hak tanggungan ini diatur dalam Pasal 8 dan 

Pasal 9 UUHT, dari ketentuan dua pasal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa yang menjadi subjek hukum dalam hak tanggungan adalah 

subjek hukum yang terkait dengan perjanjian pemberi hak 

tanggungan. Di dalam suatu perjanjian hak tanggungan ada dua pihak 

yang mengikatkan diri, yaitu :
38

 

a. Pemberi Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yng 

menjaminkan objek hak tanggungan (debitur); 

b. Pemegang Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang 

menerima hak tanggungan sebagai jaminan dari pihutang 

yang diberikannya. 

Dalam pasal 8 dan pasal 9 UUHT memuat ketentuan mengenai 

subjek hak tanggungan, yaitu sebagai berikut : 

a. Pemberi Hak Tanggungan, yaitu orang perorangan atau 

badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak 

tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan itu 

dilakukan; 

b. Pemegang Hak Tanggungan, yaitu orang perorangan 

atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak 

yang mendapatkan pelunasan atas pihutang yang 

diberikan. 
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Subjek hak tanggungan selain warga negara Indonesia, dengan 

ditetapkannya hak pakai atas tanah negara sebagai objek hak 

tanggungan, bagi warga negara asing juga dimungkinkan untuk dapat 

menjadi subjek hak tanggungan, apabila memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut :
39

 

a. Sudha tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu; 

b. Mempunyai usaha di Indonesia; 

c. Kredit itu digunakan untuk kepentingan pembangunan di 

wilayah Republik Indonesia, 

2. Objek Hak Tanggungan 

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996  

tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa hak atas tanah yang 

dapat dibebani hak tanggungan adalah :
40

 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan. 

Hak atas tanah seperti ini merupakan hak-hak yang sudah 

dikenal dan diatur di dalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 

Tahun 1960. Namun selain hak-hak tersebut, ternyata dalam pasal 4 

ayat (2) UUHT ini memperluas hak-hak atas tanah yang dapat 

dijadikan jaminan hutang selain hak-hak atas tanah sebagaimana 

                                                             
 

39
 Ibid, h. 51 

 
40

 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 146 



 

 

31 

disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUHT, objek hak tanggungan dapat 

juga berupa : 

a. Hak pakai atas tanah Negara. Hak pakai atas tanah 

Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib di 

daftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan 

dan dibebani dengan hak tanggungan; 

b. Begitu pula dengan Rumah Susun dan Hak Milik atas 

Satuan Rumah Susun yang berdiri diatas tanah Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Banugnan, dan Hak 

Pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal 27 jo Undang-

undang Nomor 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun) 

juga dimasukkan dalam objek Hak Tanggungan. Bahkan 

secara tradisional dari Hukum Adat memungkinkan 

bangunan yang ada diatasnya pada suatu saat diangkat 

atau dipindahkan dari tanah tersebut. 

UUHT menetapkan bahwa hak guna bangunan dapat dijadikan 

jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. UUHT tidak 

menyebutkan secara rinci hak guna bangunan yang mana yang dapat 

dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hak 

guna bangunan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan ada tiga macam, yaitu Hak Guna Bangunan 

atas Tanah Negara, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan 

dan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik. 
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Dari tiga macam Hak Guna Bangunan tersebut seharusnya 

UUHT menetapkan bahwa hanya Hak Guna Bangunan atas Tanah 

Negara dan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan yang 

dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, 

sedangkan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik tidak dapat 

dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan 

dikarenakan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik meskipun 

wajib didaftarkan akan tetapi tidak dapat dipindahtangankan kepada 

pihak lain. 

G. Pendaftaran Hak Tanggungan 

Pendaftara hak tanggungan diatur dalam pasal 13 sampai 14 UUHT. 

Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) wajib didaftarkan. Secara sistematis tata cara pendaftaran 

dikemukakan berikut ini :
41

 

1) Pendaftaran dilakukan di Kantor Pertanahan; 

2) PPAT dalam waktu 7 hari setelah ditandatangani pemberian 

hak tanggungan wajib mengirimkan akta pendaftaran hak 

tanggungan dan warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan 

serta berkas yang diperlukan. Berkas itu meliputi : 

3) Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah hak tanggungan 

dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang 
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menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut 

pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan; 

4) Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari 

ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang 

diperlukan bagi pendaftarannya. Jika hari ketujuh itu jatuh hari 

libur, buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja 

berikutnya; 

5) Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak 

tanggungan dibuatkan (pasal 13 UUHT); 

6) Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. 

Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Sertifiakt Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial 

yang sama dengan putusan pengadilan. Sertifiakt Hak 

Tanggungan diberikan kepada pemegang hak tanggungan. 

H. Peralihan Hak Tanggungan 

Pada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak lainnya. 

Peralihan hak tanggungan ini diatur dalam pasal 16 sampai 17 Undag-undang 

Nomor 4 Tahun 1996. Peralihan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 

cara :
42

 

1) Cessi, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh 

kreditur pemegang hak tanggungan kepada pihak lainnya. 
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Cessi harus dilakukan dengan akta autentik dan akta dibawah 

tangan. Secara lisan tidak sah; 

2) Subrogasi, yaitu penggantian kreditur oleh pihak ketiga yang 

melunasi hutang debitur. Ada dua cara terjadinya subrogasi, 

yaitu : 

a) Melalui perjanjian (kontraktual); 

Subrogasi kontraktual dilakukan dengan cara : (1) 

kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian 

maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga, dan serta 

merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya 

terhadap orang ketiga tersebut, (2) pihak ketiga 

membantu kreditur. Debitur meminjamkan uang dari 

pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar 

hutang kepad kreditur, dan sekaligus menempatkan 

pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula 

terhadap diri debitur. Supaya subrogasi ini dianggap 

sah, maka harus diikuti dengan cara sebagai berikut ini: 

(1) pinjaman uang mesti ditetapkan  dengan akta 

autentik, (2) dalam akta autentik mesti dijelaskan 

besarnya jumlah pinjaman dan diperuntukkan melunasi 

hutang debitur, dan (3) tanda pelunasan berisi 

pernyataanm bahwa uang pembayaran hutang yang 
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diserahkan kepada kreditur, adalah uang yang berasal 

dari pihak ketiga. 

b) Melalui Undang-undang; 

Subrogasi karena undang-undang terjadi karena 

pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk 

kepentingannya sendiri, seorang kreditur melunasi 

hutang kepada kreditur lain yang sifat hutangnya 

mendahului. Akibat adanya subrogasi adalah 

beralihnya hak itu meliputi hak dan tuntutan (Pasal 

1400 KHUPerdata). 

3) Pewarisan; 

4) Sebab-sebab lainnya, yaitu hal hal lain selain yang dirinci 

dalam ayat ini, misalnya dalam terjadi pengambilalihan atau 

penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya 

piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan baru. 

I. Hapusnya Hak Tanggungan 

Berdasarkan pasal 18 UUHT yang menentukan bahwa :
43

 

1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut : 

a) Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan; 

b) Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak 

tanggungan; 
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c) Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan 

peringkat Ketua Pengadilan Negeri; 

d) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak 

tanggungan. 

2) Hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh 

pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis 

mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh 

pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan; 

3) Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak 

tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua 

Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak 

atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak 

atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak 

tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 19; 

4) Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah 

yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya 

utang yang dijamin.
44
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